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BUPATI JOMBANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURANBUPATIJOMBANG 

NOMOR 35 TAHUN 2019 
TENTANG 

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
BERBASIS ELEKTRONIK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

a. bahwa dalam rangka penye1enggaraan pemerintahan 
yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan 
dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dengan 
sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan 
terintegrasi; 

b. bahwa sistem perencanaan pembangunan yang 
terpadu dan terintegrasi dapat diwujudkan me1alui 
penerapan aplikasi e-planning; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur 
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis 
Elektronik dalam Peraturan Bupati; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, 
sebagaimana te1ah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangtinan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 
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5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) 
sebagaimana te1ah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4846); 

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana te1ah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 4817); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penye1enggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah; 
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah 
Kabuapaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 
Tahun 2016 Nomor 8/D), sebagaimana te1ah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 
(Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 
Nomor l1/D); 

14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2019 
tentang Program Jombang Berkarakter dan Berdaya 
Saing (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 
2019 Nomor lO/E); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG SISTEM 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS 
ELEKTRONIK. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Jombang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Jombang. 
3. Bupati adalah Bupati Jombang. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Jombang. 
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Jombang. 

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang 
se1anjutnya disebut BAPPEDA adalah BAPPEDA 
Kabupaten Jombang. 

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disebut DPRD adalah Ketua dan Anggota DPRD 
Kabupaten Jombang. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh 
tahun) yang memuat visi, misi dan arah pembangunan 
daerah dengan mengacu pada RPJPD Nasional dan 
RPJPD Provinsi Jawa Timur. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 
(lima) tahun terhitung sejak 2018 sampai dengan tahun 
2023. 
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10. Rencana Kerja Tahunan Nasional atau Rencana Kerja 
Pemerintah yang se1anjutnya disingkat RKP adalah 
dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan 
daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

12. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen 
perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang 
memuat kebijakan, program dan kegiatan 
pembangunan baik yang dilaksakanan Iangsung oleh 
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan 
mendorong partisipasi masyarakat. 

13. Forum Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
Forum PD adalah wadah bersama antara pengusul dan 
pe1aku pembangunan daerah untuk menentukan 
prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil 
verifikasi PD, serta menyusun dan menyempurnakan 
rencana kerja SKPD yang difasilitasi oleh BAPPEDA. 

14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 
pendapatan, be1anja dan pembiayaan serta asumsi yang 
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 
selanjutnya disingkat PPAS merupakan program 
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 
diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai 
acuan dalam penyusunan RKA PD. 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 
se1anjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

17. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang 
selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen 
perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang 
berisi program dan kegiatan PD serta anggaran 
sementara didasarkan atas KUA dan PPAS. 

18. Perencanaan adalah proses untuk menentukan 
tindakan masa depan yang tepat meialui urutan pilihan, 
dengan memperhitungkan sumber daya yang ada. 

19. Perencanaan pembangunan tahunan daerah adalah 
proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang 
dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen 
perencanaan se1ama periode 1 (satu) tahun. 

20. Pembangunan daerah adalah perubahan yang 
dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh 
se1uruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi 
daerah. 

21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan. 

22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya 
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 


























